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RINGKASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan
keterampilan aparatur peradilan militer dalam mengoperasikan e-register sebagai
bagian dari penerapan APS di lingkungan peradilan militer. Melalui bimbingan teknis
ini, peserta diperkenalkan pada konsep pencatatan register elektronik, alur penggunaan
aplikasi, serta prinsip pengelolaan data perkara yang tertib, cepat, dan akuntabel.

Kegiatan ini juga mendukung transformasi digital peradilan dengan mengurangi
ketergantungan pada pencatatan manual. Dengan demikian, pengelolaan administrasi
perkara diharapkan menjadi lebih efisien, minim kesalahan, dan selaras dengan

kebijakan digitalisasi yang dicanangkan Ditjen Badilmiltun.
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laporan Abdimas yang bertema “Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-
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hendak mengucapkan terima kasih sehingga kami dapat mengikuti ABDIMAS dengan
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. Bapak Drs. Jayadi, M.M. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
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. Dosen dan Teman-teman mahasiswa di Program Studi Informatika

yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan ABDIMAS di PPTQ Al
Kautsar Mauk.

Semua pihak yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak
langsung.

menyadari bahwa Laporan Abdimas ini masih memiliki banyak sekali
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasional

Peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dituntut untuk
menyelenggarakan administrasi perkara secara tertib, akurat, dan modern. Dalam
beberapa tahun terakhir, Ditjen Badilmiltun mendorong percepatan digitalisasi layanan
administrasi melalui penerapan APS, terutama pada fitur e-register dan e-keuangan
untuk menggantikan proses pencatatan manual.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola peradilan
yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dalam praktiknya, implementasi e-register
membutuhkan kesiapan SDM, pemahaman prosedural, serta kemampuan teknis
aparatur kepaniteraan agar sistem dapat berjalan konsisten dan menghasilkan data yang

valid.

1.2. Permasalahan
Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa permasalahan yang muncul adalah:

1. Masih adanya ketergantungan pada pencatatan manual di beberapa satuan
kerja.

2. Belum meratanya pemahaman aparatur terhadap fungsi dan alur kerja e-
register.

3. Perlunya peningkatan kemampuan operator dalam menggunakan APS secara
tepat.

4. Masih diperlukan penyamaan persepsi terkait standar administrasi perkara
elektronik di lingkungan peradilan militer.

5. Dibutuhkan pendampingan teknis agar implementasi e-register berjalan
seragam dan tidak menimbulkan perbedaan prosedur antar satuan kerja militer
mengenai replikasi dan implementasi APS sebagai pendukung SIPP, khususnya

terkait modul e-register dan tata kelola keamanannya.



BAB 11
SOLUSI DAN TARGET LUARAN

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah penyelenggaraan bimbingan
teknis yang berfokus pada penerapan e-register di lingkungan peradilan militer. Materi
disampaikan dengan pendekatan praktis agar mudah dipahami oleh peserta dengan
latar belakang IT pemula maupun user pemula.

Target luaran kegiatan meliputi:
1) Meningkatnya pemahaman peserta tentang e-register dan APS.
2) Tersusunnya panduan praktis penggunaan e-register.
3) Meningkatnya keterampilan peserta dalam mengoperasikan aplikasi.
4) Terjadinya penyamaan persepsi dalam pencatatan register perkara elektronik.
5) Terdokumentasikannya hasil kegiatan dalam bentuk laporan dan materi

pelatihan.



BAB III
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari:

1) Persiapan, meliputi koordinasi panitia, penyusunan materi, dan penetapan
narasumber sesuai surat undangan terlampir.

2) Pemaparan materi, berupa penjelasan konsep e-register, manfaat, alur input
data, dan penerapan dalam administrasi perkara.

3) Praktik langsung, peserta dilatih menggunakan aplikasi sesuai skenario
administrasi perkara.

4) Diskusi dan tanya jawab, untuk membahas kendala lapangan dan solusi teknis.

5) Evaluasi, untuk menilai pemahaman peserta serta efektivitas kegiatan



BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1 Jadwal Kegiatan
1) Hari/Tanggal 1(Pertama) : Pembukaan, pengenalan APS dan e-register.
2) Hari/Tanggal 2 (Kedua) : Praktik penggunaan e-register.
3) Hari/Tanggal 3 (Ketiga) : Diskusi, evaluasi, dan penutupan.

4.2 Peta Lokasi Mitra Sasaran
Lokasi mitra sasaran berada pada lingkungan peradilan militer di bawah pembinaan
Ditjen Badilmiltun. Untuk pelaksanaan kegiatan, lokasi penyelenggaraan mengikuti
tempat yang tercantum dalam undangan atau surat tugas.
e Mitrasasaran : Semua Peradilan Militer RI dibawah Ditjen Badilmiltun
Mahkamah Agung RI
o Lokasi pelaksanaan: Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah, Ancol,

Jakarta Baycity, Jakarta Utara, DKI Jakarta

4.3 Gambaran IPTEK

Teknologi yang diperkenalkan dalam kegiatan ini adalah sistem APS dengan
fokus pada fitur e-register. Berdasarkan rilis resmi Ditjen Badilmiltun, aplikasi ini
digunakan untuk pencatatan register perkara secara elektronik, sehingga proses
administrasi menjadi lebih efisien dan akurat.

Gambaran IPTEK yang dibahas meliputi:

1) Konsep digitalisasi administrasi perkara.

2) Alur kerja e-register.

3) Integrasi dengan pencatatan keuangan perkara.

4) Manfaat data elektronik yang terdokumentasi dengan baik.

5) Kebutuhan pengawasan dan standardisasi penggunaan aplikasi.



4.4 Biaya

Sumber pendanaan kegiatan berasal dari Direktorat Jendral Peadilan Militer
dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan narasumber
hanya mengeluarkan Rp. 1,500,000,- selama acara untuk operasional pribadi sehari-

hari.

4.5 Hasil

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang
lebih baik mengenai fungsi e-register dan cara penerapannya dalam administrasi
perkara. Kegiatan juga meningkatkan kesiapan aparatur untuk beradaptasi dengan
sistem pencatatan elektronik yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Selain itu, kegiatan bimbingan teknis ini memperkuat kesadaran bahwa
digitalisasi administrasi perkara merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan

peningkatan layanan peradilan.
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BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Kegiatan bimbingan teknis e-register di lingkungan peradilan militer berhasil

dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan peningkatan kapasitas

aparatur. Implementasi e-register mendukung tertib administrasi perkara,

mempercepat proses pencatatan, dan meningkatkan akurasi data.

Saran:

1) Perlu adanya pelatihan lanjutan untuk memperdalam pemahaman operator.

2) Diperlukan pendampingan pascakegiatan agar implementasi berjalan
konsisten.

3) Standar operasional penggunaan e-register perlu didokumentasikan secara
lebih rinci.

4) Koordinasi dengan Ditjen Badilmiltun perlu terus dijaga untuk mengikuti

pembaruan aplikasi.
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id, redaksi@ditjenmiltun.net

Nomor : 565/DJMT.2/UND.OT1/1V /2026 Jakarta, 27 April 2026
Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Narasumber

Yth. Bapak Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.1I,
di tempat

1. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor
SP-DIPA 005.05.663122/2026 tanggal 2 Januari 2026.

2. Sehubungan dasar tersebut diatas, mohon kiranya berkenan menjadi
Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register
Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, yang akan dilaksanakan pada

hari, tanggal : Rabu s.d. Jumat, 20 s.d. 22 Mei 2026
pukul : 10.00 WIB s.d. selesai
tempat : Mercure Covention Center Ancol

J1. Pantai Indah, Ancol, Jakarta Baycity,
Jakarta Utara

Demikian atas perhatian dan perkenannya, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS DAN
ADMINISTRASI PERADILAN MILITER e

EDI WURYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




UNIVERSITAS IPWIJA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JI. Letda Natsir No.7 Cikeas Ds. Nagrak, Kec. Gunung Putri
Kab. Bogor. 16967 Telp. +62-21-8233737
Ip2m@ipwija.ac.id https://Ip2m.ipwija.ac.id

(o) O O UniversiTAs PwuA

SURAT TUGAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No: 055/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026

Berdasarkan Surat Edaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Semester Genap
2025/2026 No. 024/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2026 tanggal 2 Maret 2026 dan surat permohonan
dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara No. 565
DIJMT.2/UND.OT.1/IV/2026 tanggal 27 April 2026 perihal permohonan Narasumber,
Pendamping dan Pemberi Materi, dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

Yogi Kristiyanto, S.Kom., M.M.S.I. (NIDN: 0301018605)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu s.d Jumat, 20 s.d 22 Mei 2026

Waktu : WIB

Tempat : Hotel Mercure Covention Center Ancol, Jl. Pantai Indah,
Ancol, Jakarta Baycity, Jakarta Utara.

Tema : “Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi e-Register Perkara

di Lingkungan Peradilan Militer.”

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan
Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan
penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab.

Bogor, 4 Mei 2026

“Drs Jayadi, M.M.
Kepala LP2M
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SERTIFIKAT

Dengan bangga dipersembahkan kepada:
ogi Khistiganto, S  Fam., ONINS . 9.

sebagai

NARASUMBER

Rapat Koordinasi Penerapan Aplikasi e-Register Perkara di Lingkungan Peradilan Militer, yang diadakan
oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara di

Hotel Mercure Convention Centre Ancol pada tanggal 20 s/d 22 Mei 2026.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
A DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
I MAHKAMAH AGUNG RI

YUWONO AGUNG NUGROHO
MARSEKAL MUDA TNI
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ALUR SINGKAT PENGEMBANGAN APLIKASI
MAHKAMAH AGUNG RI

* Pengembangan sistem diawali dengan adanya arahan pimpinan atau perubahan kebijakan yang menjadi dasar dan
arah pengembangan aplikasi.
Perubahan Kebijakan « Tujuan dan sasaran pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta kebijakan terkini.

Arah Pimpinan dan

Dilakukan assessment awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna, ruang lingkup fitur yang akan
Assessment Awal dikembangkan, serta kesenjangan terhadap sistem yang sudah ada.
(Analisis Kebutu han) Hasil assessment akan menjadi dasar penyusunan spesifikasi kebutuhan (requirement specification).

Tim pengembang melakukan proses desain dan pembangunan fitur sesuai hasil assessment.
Proses Pengembangan Dalam tahap ini dapat dilakukan diskusi atau konsultasi dengan pakar/ahli terkait, seperti Hakim Tinggi, Hakim
Yustisial dan Pimpinan satuan kerja atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap fitur yang dikembangkan.
1 )

(Development)

Tujuan diskusi adalah memastikan kesesuaian fitur dengan kebutuhan substantif dan kebijakan yang berlaku.

» Uji coba dilakukan secara internal oleh tim pengembang untuk memastikan fungsi telah berjalan sesuai kebutuhan.

« Selanjutnya dilakukan uji coba eksternal melalui pilot project dalam hal ini adalah satuan kerja yang ditunjuk
berdasarkan arahan pimpinan.

» Hasil uji coba digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem sebelum implementasi pada server

ji Coba (Testing Internal
dan Pilot Project)

production

» Setelah sistem dinyatakan siap, dilakukan implementasi atau peluncuran ke lingkungan produksi (live production).

Implementasi  Implementasi disertai dengan penerbitan surat rilis resmi yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan Humas @
Go-Live / Live Production) terkait versi terl:_:aru dari aplikasi, termasuk informasi fitur baru, perbaikan/penyempurnaan fitur, dan catatan

perubahan versi (release notes). ' ‘

» Setelah implementasi, dilakukan pemantauan terhadap kinerja sistem serta evaluasi terhadap efektivitas fitur yang
dikembangkan.

Monitoring dan Evaluasi « Monitoring dan Evaluasi akan dilakukan oleh masing - masing Badan Peradilan

« Masukan dari pengguna akan disampaikan kepada Badan Peradilan dijadikan dasar untuk perencanaan IQVQVQ\

pengembangan lanjutan.
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KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 31 /KMA/SK/II/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANG (DEVELOPMENT TEAM)
SISTEM INFORMASI PENGADILAN
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN
YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan
publik, Mahkamah Agung perlu
mengembangkan Sistem Informasi Pengadilan
secara berkelanjutan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas
tersebut perlu membentuk Tim
Pengembangan Sistem Informasi Pengadilan;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini dipandang memenuhi
syarat dan mampu melaksanakan tugas
tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang
Pembentukan Tim Pengembang (Development
Team) Sistem Informasi Pengadilan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang

Berada di Bawahnya;

« Tim Pengembang Mahkamah Agung diatur oleh Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
31/ KMA/SK/I1/2023 tentang Pembentukan Tim Pengembang
(Development Team) Sistem Informasi Pengadilan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

« Kegiatan pengembangan sistem akan dilaksanakan secara

swakelola oleh Bagian Pengembangan Sistem Informatika, Biro
Hukum dan Humas melalui Tim Pengembang ( Development
Team) yang terdiri atas pegawai Mahkamah Agung yang tersebar
pada satuan kerja di pusat maupun daerah. sebagai contoh
pegawai pada Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Bawas, Pengadilan
Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Pengadilan Negeri
Klaten, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Madiun,
Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Mojokerto,
Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Ciamis dan PTUN
Pekanbaru.
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digunakan untu
ling

Apa itu SIPP?

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang

k mengelola ac

Kungan peradi

ministrasi perkara secara terintegrasi di empat

an di bawah Mahkamah Agung RI.

b
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Era Pra-SIPP: Manual & Lokal
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e Penggunaan buku register fisik berukuran besar untuk L e
mencatat setiap tahapan perkara. O\

e Inisiatif aplikasi bersifat mandiri antar pengadilan 3 AN =

(fragmentasi data). é/ " NN

Mahkamah Agung sulit melakukan pengawasan kinerja

secara nasional secara cepat.

Akses informasi bagi masyarakat sangat terbatas dan harus R e

datang ke kantor pengadilan.
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Ringkasan Milestone SIPP

2010

2012

2015

2018

2022+

Inisiasi CTS

Migrasi SIPP v1-2

Ekspansi Lintas Badan

SIPP v4 (e-Court)

SIPP v5 (Digital Masa Depan)

Digitalisasi administrasi internal pionir (PN).

Penyeragaman aplikasi secara nasional di Peradilan Umum.

Implementasi di Agama, Militer, dan TUN.

Integrasi pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan online.

Optimalisasi Cloud, E-Sign, dan e-Litigation (Persidangan).

b
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Dampak SIPP terhadap Kinerja

Kecepatan Minutasi

Transparansi Data

Kepuasan Publik

Akurasi Pengawasan

b
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Update Terbaru
SIPP Tk. Pertama Versi 6.1.0

Update ini dirilis pada 10 April 2026. Perubahan yang
berdampak pada seluruh lingkungan badan peradilan
adalah:

1.Penambahan Fitur Pendaftaran Berpadu Kasasi
2.Penambahan Fitur Gugur Banding untuk Pembanding dari

Penuntut Umum.
3.Perbaikan Tanggal Pengiriman dan Nomor Surat

Pengantar pengiriman PK Kedua.

Innovation
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SIPP Satuan Kerja
Tingkat Banding

SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGKAT BANDING :

Sistemn Informasi Penelusuran Perkara [SIPP]
Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIAP MA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

Sigtom Informagi Poncusuran Porkara
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satuan Kerja

Pilih Satuan Kerja v

Sistem Informasi P u .......... T e ri n.t e g.ra.si ...........

» INTERNAL

SUMBER

o g Agung RI
SIPP Satuan Kerja “ o

e-BERPADU Tingkat Pertama
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SMART'| MAJELIS

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA



g

PEMBOBOTAN

SMART MAIELIS

-~

Kepangkatan (khusus militer) (// i
Mempertimbangkan pangkat dan \k\_ Y

pengalaman para hakim militer yang akan
menyidangkan suatu perkara, untuk
menjamin bahwa hakim yang menyidangkan
perkara memiliki kapabilitas dan kompetensi
yang sesuai dengan kompleksitas perkara

Rasio

Perbandingan yang digunakan untuk

mendistribusikan atau membagi
jumlah perkara antara pimpinan dan

hakim

Conflict of Interest (konflik
kepentingan)

Situasi di mana hakim memiliki konflik
kepentigan yang dapat memengaruhi
objektivitas dan integritas proses hukum

Beban Perkara \( 3. ) Menarik Perhatian
Berdasarkan jumlah perkara dan jenis kasus = Mengukur tlnglfat menarik perhatlan_
yang sedang ditangani oleh hakim, perkarfz, seperti perk.ara yang n.wenarlk
menunjukkan seberapa banyak beban perhatian masa, melibatkan pejabat,
perkara yang dimiliki hakim artis, influencer dan sebagainya.

(// "\ Perkara Terkait
Sidang Keliling K\ 6 )

s~~~ Mengidentifikasi dan mempertimbangkan

Sidang yang dilakukan di tempat yang perkara terkait untuk memastikan bahwa

berbeda dari lokasi pengadilan biasanya. semua aspek hukum dipertimbangkan dan
untuk menegakkan prinsip keadilan bagi
semua pihak yang terlibat

Perkara Pra Peradilan 7 N\ :
(" 9 ) Keahlian Hukum / Kompetensi
Situasi di mana hakim yang menangani e

i Mengukur tingkat kompetensi dan
pengetahuan hakim dalam bidang
hukum tertentu, seperti hukum
pidana tipikor, pidana anak, perdata
khusus, PHI, ekonomi syariah dll

perkara pra peradilan tidak direkomendasikan
untuk menangani perkara pidana yang sama.



IMPLEMENTASI SMART MAIJELIS

1. Membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tentang Susunan Majelis Tetap

2. Input Data Referensi Hakim Tingkat Pertama Pada Aplikasi SIPP

. 3. Input Data SK Majelis Tetap Pada Aplikasi SIPP

7 \\ 4. Input Data Majelis Tetap Pada Aplikasi SIPP

" 5. Referensi Kompetensi

O 6. Referensi Konflik Kepentingan



IMPLEMENTASI SMART MAIELIS

/. Input Parameter Smart Majelis Pada Data Umum SIPP sesuai Dengan Kondisi
Perkara (Menarik Perhatian, Konflik Kepentingan, Perkara Terkait, Sidang Keliling,

. Pra Peradilan DI

. 8. Penetapan Majelis Hakim

N—"/ 9. Penetapan Kembali Majelis Hakim Jika Terdapat Perubahan



222>

TERIMA KASIH

atas perhatian Bapak/Ibu

S N s
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. VALIDASE DATA DEERA | [ 1 VALIDASIDATADEERA 4
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